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Abstrak: Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Independensi Kejaksaan dilihat dari aspek fungsional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji undang-undang yang terkait dengan judul penelitian yakni tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun Pokok kajian yang digunakan adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada negara dan masyarakat.Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan fungsi kejaksaan diatur mulai dari Undang-Undang masa Kolonial Jepang Hingga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 dengan pelaksanaan fungsi kejaksaan sebagai penuntut umum, dari posisi sebagai alat negara hingga menjadi lembaga pemerintahan. Dan dalam menjalankan pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kejaksaan belum dapat dikatakan menjalankan prinsip Independensinya secara penuh.
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1. [bookmark: _Toc2]Pendahuluan
[bookmark: _Toc292564711]Posisi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah banyak kali mengalami perubahan baik itu secara kelembagaan maupun pengaturannya didalam peraturan perundang-undangan. Jika kita melihat rentetan sejarah sistem seperti kejaksaan sudah ada sejak zaman dahulu yakni pada zaman kerajaan Majapahit. Dizaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Dimana Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum tidak hanya sekedar sebagai Adhyaksa tetapi juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Adanya posisi kejaksaan yang sangat sentral dalam rana peradilan membuat kejaksaan menjadi sangat riskan akan berbagai intervensi kekuasaan, Tentunya hal ini dipengaruhi oleh rentetan perubahan pada kedudukan kejaksaan Sejak awal berdiri, posisi kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami banyak perkembangan di Indonesia. Pada awal masa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945, hasil putusan Rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengenai posisi Kejaksaan berada di dalam lingkungan departemen kehakiman. Namun perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit presiden pada 5 Juli 1959 dimana presiden menata ulang lembaga-lembaga dan Institusi pemerintahan dengan versi terbaru dimasa itu. Berjalan setahun setelah dikeluarkannya dekrit presiden oleh Presiden Soekarno, pemerintah dan juga DPR kemudian Mengesahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama dalam Sejarah Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Didalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara sebagai penegak hukum dan alat Revolusi yang memiliki tugas sebagai Penuntut Umum.
Hal ini juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh jaksa sebagai salah satu bagian yang menjalankan fungsi peradilan, haruslah independen dalam artian tidak adanya intervensi dari pihak lain, sekalipun lembaga kejaksaan Republik Indonesia berada dibawah pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh “The 1985 U.N Basic Principle 1 diatur sebagai berikut:
“The independence of the judiciary shall be guaranted by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary”.(Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam konstitusi atau hukum negara, ini adalah tugas semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan memperhatikan independensi peradilan).[footnoteRef:1] [1:  United nations human rughts_basic Principles on the independence of the judiciary, 06 september 1985, yang di akses pada : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence judiciary#:~:text=1.,the%20independence%20of%20the%20judiciary.(15september 2023)] 

Apa yang kemudian telah diatur oleh The 1985 U.N Basic Principle 1, kemudian dipertegas kembali dalam fungsi jaksa didalam pasal 11On the Role of Public Prosecution in the Criminal Justic System yang berbunyi: “States should appropriate measures to ensure that public prosecutors are able to perform their professional duties and responsibilities without unjustified interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. However, the public prosecution should account periodically and publicy for its activities as a whole and, in particular, the way in which is priorities were carried out”. (Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa jaksa penuntut umum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya tanpa campur tangan yang tidak dapat dibenarkan atau terkena tanggung jawab perdata, pidana atau tanggung jawab lainnya yang tidak dapat dibenarkan. Namun penuntut umum harus mempertimbangkan secara berkala dan terbuka mengenai kegiatan-kegiatannya secara keseluruhan dan, khususnya, cara pelaksanaan prioritasnya).[footnoteRef:2] [2:  United nations human rughts office of the high commisioner, Guidelines on the role of Prosecutors, 07 september 1990, yang di akses pada : https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors, (dikutip 18,September,2023).] 

Ketika pergantian masa jabatan presiden soekarno digantikan oleh presiden Soeharto, perubahan pada kejaksaan kembali terjadi. Meskipun Undang-Undang No.15 tahun 1961 masih berlaku hingga tahun 1991, akantetapi dalam praktiknya Kejaksaan Agung dan Departemen kejaksaan tidak lagi disebut sebagai menteri Jaksa Agung. Institusi ini kemudian disebut sebagai Kejaksan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung dimana kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya tetap berada di tangan presiden. Meskipun Jaksa agung tidaklagi disebut sebagai mentri akan tetapi posisinya sejajar dengan mentri negara dan dipriode ini pula muncul konvensi ketatanegaraan, yakni jaksa Agung Selalu Diangkat diawal Kabinet dan masa jabatannya berkahir dengan berkahirnya pula masa Kabinet itu. Meskipun telah mengalami perubahan beberapa kali akan tetapi problem kekhawatiran akan independensi Kejaksaan Reublik Indonesia masih saja berada pada satu perosalan yang banyak dipertanyakan oleh kalangan mahasiswa, akademisi, dan aktivis hukum, ini dapat dilihat dalam isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 2 ayat (1) “Kejaksaan dalam fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.

2. Metode Penelitian
Berdasarkan pada judul penelitian beserta rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji undang-undang yang terkait dengan judul penelitian yakni tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sifat penelitian hukum ini bersifat deskriptif komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif komparatif yaitu penelitian untuk membedah masalah dengan berbagai data dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penelitian normative maka tentunya akan digunakan pendekatan undang-undang. Pada dasarnya penelitian hukum tidak menggunakan bahan-bahan, bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Adapun analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, dasar dari peneltian ini menggunakan analisis secara normative.

3. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kejaksanaan Republik Indonesia
Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dari rentetan peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang Kejaksaan yaitu termuat dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintah Jepang  yang disebut Osamu Seirei, di sebutkan dalam Osamu Seirei Nomor 2 Tahun 1944 pada pasal 1. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka fungsi kejaksaan seperti yang di tegaskan sebelumnya dalam Osamu Seirei (Peraturan perundang-undangan masa kolonial Jepang) tetap di pertahankan dengan dasar hukum yang di atur dalam ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar, pada Pasal 1. Kemudian perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. 
Perubahan selanjutnya pada Undang-Undang Kejaksaan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini merupakan sebuah upaya untuk menjawab berbagai kegelisahan dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, dengan semakin mempertegas prinsip Independen (Merdeka) terhadap Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya Pasal 1 angka 1 di atas juga sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyebutkan bahwa “Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”. 
Mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah sepantasnya sistem ketatanegaraan di Indonesia menganut prinsip-prinsip negara hukum. Tentunya untuk menganut prinsip negara hukum negara tersebut salahsatunya harus menggunakan prinsip pembatasan kekuasaan. Selain itu Peneliti juga menemukan hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam Undang-Undang Kejaksaan, peneliti menemukan mulai dari Undang-Undang Pertama yang mengatur tentang Kejaksaan sampai dengan Undang-Undang Kejaksaan Terbaru, hanya mengalami perubahan pada Redaksi katanya saja terkhususnya pada bagian Pasal 1 dan Pasal 2, dengan substansinya yang tetap sama jaksa memiliki aspek fungsional sebagai penuntut Umum, dengan kedudukan kejaksaan mulai dari alat negara hingga menjadi lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan Negara pada bidang penuntutan.
Kasuls pelnullils bahas dalam skrilpsil ilnil yailtul telntang tilndak pildana melmbantul melnelmpatkan keltelrangan palsul keldalam akta otelntilk olelh Telrdakwa Il atas nama Amilrulddiln Alilas Amilr Biln Sangkala yailtul selorang wilraswasta, Telrdakwa IlIl atas nama Nulraelnil Alilas Nelnil  Bilntil Ambo Massel Selorang Ilbul Rulmah Tangga, dan Telrdakwa IlIlIl atas nama Farildah Arryanil Bilntil H. Abdull Razak Tahilr Selorang ilbul rulmah tangga.
Belrdasarkan wawancara delngan Hakilm Anggota yaknil Bapak Filrdauls Zailnal, S.H. Pelnelrapan Hulkulm Pildana Matelrilill Dalam Dellilk Melmbantul Melnelmpatkan Keltelrangan Palsul Keldalam Akta Otelntilk Pada Pultulsan No. 50/Pild.B/2022/PN Mrs “Pelrtama kilta melngacul pada dakwaan telrlelbilh dahullul dilmana dakwaan pelnulntult ulmulm melnggulnakan dakwaan altelrnatilf dilmana melmbelrilkan kelwelnangan kelpada hakilm dakwaan mana yang akan dilpelrtilmbangkan belrdasarkan fakta-fakta yang ada”. Pada Pultulsan No. 50/Pild.B/2022/PN Mrs Majellils Hakilm lelbilh condong keldakwaan Pelrtama yaknil Pelrbulatan para telrdakwa dapat  dilancam pildana dalam Pasal 266 ayat (1) KUlHP. Jo. Pasal 56 ayat 1  KUlHP dan belrdasarkan hasill wawncara delngan Hakilm Anggota yaknil Bapak Filrdauls Zailnal, S.H. “melmang Majellils Hakilm lelbilh condong keldakwaan Pelrtama dilmana Majellils Hakilm melmpelrtilmbangkan dakwaan Pelrtama yang melmillilkil potelnsil belrselsulailan delngan fakta pelrsildangan yailtul pelrbulatan telrdakwa selbagailmana dilatulr dan dilancam pildana dalam Pasal 266 ayat (1) KUlHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUlHP. 
Bunyi Pasal 266 ayat (1) KUHP :
“Barang silapa melnyulrulh melmasulkkan keltelrangan palsul kel dalam sulatul akta otelntilk melngelnail selsulatul hal yang kelbelnarannya haruls dilnyatakan olelh akta iltul, delngan maksuld melmakail ataul melnyulrulh orang lailn melmakail akta iltul selolah-olah keltelrangannya selsulail delngan kelbelnaran, dilancam, jilka pelmakailan iltul dapat melnilmbullkan kelrulgilan, delngan pildana pelnjara palilng lama tuljulh tahuln”.
Melnulrult pelnullils pada kasuls ilnil selmula ulnsulr pada pasal 266 ayat (1) telrpelnulhil dilmana melnulrult Hakilm Anggota yang pelnullils wawancarail ulnsulr pasal 266 ayat (1) ada 4 yailtul : 
1) Ulnsulr barang silapa;
2) Ulnsulr melnyulrulh melmasulkkan keltelrangan palsul keldalam sulatul akta otelntilk melngelnail selsulatul hal yang kelbelnarannya haruls dilnyatakan olelh akta iltul;
3) Ulnsulr delngan maksuld ulntulk melmakail ataul melnyulrulh orang lailn melmakail akta iltul selolah-olah keltelrangannya selsulail delngan kelbelnaran;
4) Ulnsulr jilka pelmakailan iltul dapat melnilmbullkan kelrulgilan.
Dan pada pasal 56 ayat (1) KUlHP melnulrult Hakilm Anggota yang pelnullils wawancarail ada satul ulnsulr pada pasal ilnil yaknil Melrelka yang selngaja melmbelrilkan bantulan pada waktul keljahatan dillakulkan.
Bunyi pasal 56 ayat (1) KUHP :
“Melrelka yang selngaja melmbelril bantulan pada waktul keljahatan dillakulkan”.
Adapuln tulntultan pelnulntult ulmulm pada pelrkara ilnil yailtul melnjatulhkan pildana pada keltilga telrdakwa masilng-masilng 8 bullan pildana pelnjara dan melmbelbankan bailaya pelrkara pada para telrdakwa.

4. Implementasi Prinsip Independensi Kejaksaan dalam Menjalankan Tugas Fungsi dan Wewenangnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
Independensi kejaksaan merujuk pada kemampuan lembaga kejaksaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak eksternal, seperti eksekutif, legislatif, atau pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan tertentu. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kejaksaan dapat beroperasi secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi. Independensi kejaksaan adalah prinsip kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan dan menjamin hak asasi manusia. Kejaksaan yang independen dapat menjadi penjamin penegakan hukum yang efektif dan dapat diandalkan, memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika sebelumnya penulis telah membahas mengenai bagaimana Independensi Kejaksaan dari aspek fungsional berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan yang dalam praktiknya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan “Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang” penulis berpandangan tidak sejalannya pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”. 
Bukan hanya ketentuan Pasal di atas yang mempengaruhi implementasi prinsip Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selanjutnya jika kita melihat pada pasal 2 ayat (1) tersebut juga dalam peraktiknya membingungkan bagaimana mungkin Kejaksaan dapat secara leluasa dalam menjalankan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, sedangkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan secara jelas bahwa, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,[footnoteRef:3] Jasa Agung sendiri merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara. Dalam peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (2), ditegaskan bahwa “Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”[footnoteRef:4]. Hal ini menunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum mampu untuk menjalankan prinsip Independensinya secara struktural karena kepala kejaksaan yang di sebut sebagai Jaksa agung terikat oleh isi ketentuan pada pasal 1 ayat (2) peraturan presiden Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Seharusnya melihat posisi kejaksaan sebagai lembaga yang sentral dalam rana peradilan membuat di junjung tingginya marwah keadilan dengan segala keputusan betul-betul bersumber dari kehendak jaksa (Independen), namun dengan adanya peraturan presiden yang secara langsung mengikat kemerdekaan kejaksaan dikarenakan Jaksa Agung sebagai kepala kejaksaan terbelenggu dengan penekanan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada presiden.  [3:  Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia]  [4:  Praturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia] 

Kekhawatiran akan intervensi terhadap Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, tentunya bukan tanpa sebab akan suatu hal yang belum pernah terjadi, Intervensi terhadap kejaksaan baik dalam menjalankan tugas ataupun secara kelembagaan telah berulang kali terjadi, beberapa kasus yang pernah terjadi, yakni: Pada masa reformasi dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kasus yang menyita perhatian publik pada saat itu adalah kasus mengenai dua pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Chandra M Hamzah dan Bibit samad Rianto. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan bahwa terdapat fakta adanya tindak pidana penyalah gunaan wewenang oleh Chanda dan Bibit yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli, dua pimpinan KPK tersebut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan berkas tersebut dikirim ke Kejaksaan. Terhadap Chanda dan Bibit kemudian dilakukan penahanan oleh karena rindakannya yang menyulitkan jalannya pemeriksaan.[footnoteRef:5] Menanggapi persoalan Chandra dan Bibit yang kian memanas, Presiden SBY kemudian membentuk tim independen pencari fakta kasus Chandra dan Bibit yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan diberi nama Tim 8 Presiden SBY kemudian menyampaikan agar kasus Chandra dan Bibit sebaiknya dilakukan diluar pengadilan (out of court settelment)[footnoteRef:6] berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden SBY, terhadap kasus Chandra dan Bibit sebenarnya Kejaksaan sudah menyatakan bahwa kasus tersebut telah memiliki cukup bukti dan dapat dipersidangkan (P-21). Namun oleh karena adanya pernyataan dari Presiden SBY yang menginginkan kasus Chandra dan Bibit diselesaikan diluar pengadilan, maka Kejaksaan kemudian memilih mengikuti arahan dari presiden dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) daripada melanjutkan kasus ke pengadilan. Dari beberapa kasus diatas menggambarkan betapa besarnya pintu bagi pemerintah dan bahkan presiden untuk melakukan intervensi terhadap Lembaga kejaksaan, baik secara institusi dan fungsional kejaksaan. Perlunya sebuah pengaturan terhadap Undang-Undang Kejaksaan untuk dapat menjamin secara posisi dan secara Institusi bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Agar implementasi prinsip Independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terwujut dengan penguatan yang jelas dan tegas.  [5:  Inilah Kronologi Kasus Penyidikan Chandra dan Bibit, (2009, oktober 30). Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2009/10/30/20562/-nasional ]  [6:  Nasution, A.B. (2010). Kontroversi Kasus Bibit-Chandra. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/-Nasional ] 

Menurut analisis penulis pada ketentuan pasal 19 ayat 2 pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung harusnya dilakukan dengan dengan sistem kolektif kolegial, Kolektif Kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang di tempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat keberasamaan. Mengenai sistem kolektif kolegial ini, dapat kita lihat dari Presiden bersama DPR dalam memberikan keputusan perihal pengangkatan maupun pemberhentian dalam beberapa kepala lembaga tertentu. Kebersamaan Presiden dan DPR ini dapat kita lihat dalam pengangkatan Kapolri yang terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan pada pengangkatan panglima TNI pada Pasal 13 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada 2 contoh lembaga tadi dapat kita lihat selain sistem kolektif kolegial, mekanisme fit and proper test digunakan didalamnya, dimana DPR masih terlibat dalam pengangkatan 2 pimpinan lembaga tersebut Akan tetapi pada pengangkatan Jaksa Agung tidak demikian. Inilah yang kemudian membuat begitu lebarnya pintu kekuasaan presiden untuk melakukan intervensi terhadap kejaksaan, seharusnya dalam pengangkatan Jaksa Agung yang merupakan kepala Kejaksaan mengkedepankan konsep fit and proper test yang merupakan sebagai uji kelayakan dan kepatutan yang berguna dalam menguji kelayakan seseorang untuk bisa menduduki jabatan dalam sebuah lembaga negara. Melalui suatu uji kelayakan dan keaptutan inilah, seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Fit and proper test dalam ketatanegaraan mempunyai tujuan untuk menyaring dan mendapatkan orang-orang yang patut dan layak untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Dengan hal ini maka mendapatkan seorang pimpinan yang memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai bidangnya bukan hanya pada kedekatan dengan kepela negara atau terhindarnya praktek nipotisme karena adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh lembanag legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya langkah ini akan membebaskan tekanan langsung presiden terhadap Jaksa Agung dan juga dapat menghasilkan seorang kepala kejaksaan yang tidak mempunyai keterlibatan hubungan khusus dengan kekuasaan. Lembaga legislaltif yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan fit and proper test ini dapat kita lihat dalam Pasal 152.

5. Kesimpulan dan Saran
A. [bookmark: _Hlk156951926]Kesimpulan
Pelaksanaan fungsi kejaksaan yang diatur mulai dari Undang-Undang pertama yakni Undang-Undang Masa Kolonila, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa fungsi kejaksan sebagai penuntut umum, meskipun beberapakali mengalami perubahan pada Undang-Undang Kejaksaan akan tetapi perubahan hanya terjadi pada redaksi katanya saja tidak mengalami perubahan secara substansi akan apa yang terkadung dalam pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Kejaksaan mulai dari alat negara hingga menjadi lembaga pemerintahan, adapun kewenangan kejaksaan sebagai pengacara Negara, dan juga memiliki kewenagan menghentikan penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 tahun 2020.
Implementasi prinsip Independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya sejauh ini belum dapat terwujut sepenuhnya, dikarenakan masih banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang tidak selaras dengan pasal lainnya, dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1, dan pasal 19, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  selain itu ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada pasal 1 angka 2, membuat kejaksaan tidak dapat mandiri secara fungsional dan berada dalam kekuasaan Presiden.
B. [bookmark: _Hlk156952915]Saran
Agar dapat terwujutnya Independensi Secara penuh (merdeka) dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang kejaksaan maka perlunya dilakukan perubahan kembali terhadap beberapa pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Kejaksaan saat ini, yakni pada pasal 1 ayat 1, dan pasal 19 ayat 2, sehingga dapat sejalannya kedua pasal tersebut dengan apa yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Untuk menjamin Independensi dari Kejaksaan, maka perlu adanya suatu langkah konkrit dengan memisahkan Kejaksaan dari kekuasaan eksekutif dan menjadikannya sebagai lembaga negara Independen, tentunya hal ini hanya dapat dilakukan dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Kejaksaan dengan menempatkan Lembaga Kejaksaan sebagai Lembaga Negara Independen (state auxiliary organ) tidak lagi sebagai Lembaga Pemerintahan. Yang fungsinya adalah menunjang Mahkama Agung dan badan peradilan dibawahnya (main state organ). Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah jika Kejaksaan sebagai lembaga utama harus menjadi lembaga penunjang, namun masih ada cara lain yang menurut penuluis dapat menjamin Independensi Kejaksaan dengan menegaskan di dalam Undang-Undang Kejaksaan untuk melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam peninjauan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, dan pemilihan Jaksa Agung dilakukan secara transparan dan terbuka.
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